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Abstract
One important aspect of fiscal desentralization policy is delegation of authority and responsibility of ma-
nagement of public finance to regional governments, especially those of municipalities/districts. After more
than ten years of implementation, it is now the right time to evaluate the policy questioning how effective its
impacts on regional economic development. The study intends to find on how effective the performance of
regional public finance is in providing basic infrastructures and how effective the provision of basic infrastru-
ctures reduces the poverty rates. By using panel data methods, this study confirms the positive relationship
between performance of regional finance management and provision of basic infrastructures (especially those
of road and electricity, but not that of drinking water). On the other hand, the relationship between the
provision of basic infrastructures and poverty rates, as expected, is negative. This finding strengthens the
belief that it is necessary to further enhance the basic infrastructures development to reduce poverty rates.
Keywords: Local Financial Performance, Basic Infrastructures (Electricity, Drinking Water, Road), Pover-
ty
Abstrak
Salah satu aspek penting dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang dan tanggung
jawab pengelolaan dana publik ke pemerintah daerah, khususnya kota/kabupaten. Sesudah lebih dari sepu-
luh tahun diimplementasikan, ketersediaan informasi dan data memungkinkan untuk melakukan evaluasi
sejauh mana dampaknya pada pembangunan ekonomi regional. Studi ini ingin mengetahui apakah kinerja
pengelolaan keuangan daerah cukup efektif dalam penyediaan infrastruktur dasar dan apakah penyediaan
infrastruktur dasar secara efektif mengurangi angka kemiskinan. Dengan menggunakan metode data panel,
studi ini mengonfirmasi hubungan positif antara kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan penyediaan
infrastruktur dasar (khususnya jalan dan listrik, namun tidak berlaku untuk air bersih). Adapun hubungan
antara penyediaan infrastruktur dasar dengan angka kemiskinan, sesuai harapan, ternyata negatif. Temuan
ini memperkuat keyakinan perlunya mendorong lebih kuat lagi pembangunan infrastruktur dasar untuk
mengurangi angka kemiskinan.
Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur Listrik, Infrastruktur Air Bersih, Infrastruktur
Jalan, Kemiskinan
JEL classifications: H42, H54, I32, R42, R51
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Pendahuluan
Implementasi desentralisasi fiskal yang efek-
tif dimulai sejak Januari 2001 telah memberi-
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kan kewenangan yang luas kepada pemerintah
daerah untuk merencanakan dan melaksana-
kan pengelolaan keuangan daerahnya masing-
masing. Kewenangan dalam pengelolaan ke-
uangan ini sejalan dengan pelimpahan kewe-
nangan dalam beberapa bidang pemerintahan
dari pemerintah pusat kepada pemerintah da-
erah. Disahkannya Undang-Undang No. 32 Ta-
hun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Daerah dan Pusat sebagai perubahan Undang-
Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerin-
tahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Ta-
hun 1999 tentang Perimbangan Keuangan An-
tara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksud-
kan untuk lebih menyempurnakan pelaksana-
an desentralisasi fiskal di Indonesia (Kurnia,
2006).
Desentralisasi diharapkan dapat mening-
katkan kinerja pengeluaran daerah sehingga
terjadi percepatan pencapaian sasaran pem-
bangunan. Dengan demikian, anggaran meru-
pakan instrumen perencanaan pembangunan
yang sangat strategis untuk mencapai sasaran-
sasaran pembangunan. Ekawarna et al. (2009)
menyatakan bahwa anggaran daerah merupa-
kan rencana keuangan yang menjadi dasar da-
lam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indone-
sia, dokumen anggaran daerah disebut Anggar-
an Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota.
Besarnya komitmen pemerintah daerah dalam
menyediakan layanan publik melalui pengelu-
aran belanja tampak dari alokasi pengeluar-
an belanja pemerintah daerah, khususnya be-
lanja modal. Namun, kondisi di Indonesia me-
nunjukkan bahwa pada tahun 2007 sampai de-
ngan 2011 belanja daerah didominasi oleh be-
lanja pegawai (Gambar 1). Komposisi belanja
daerah secara nasional dari tahun 2007 hing-
ga 2011 menunjukkan bahwa porsi belanja pe-
gawai bersifat dominan bila dibandingkan de-
ngan jenis belanja yang lainnya. Belanja ba-
rang dan jasa juga terus mengalami peningkat-
an, sedangkan porsi belanja modal cenderung
terus mengalami penurunan.
Belanja modal ditambah belanja barang dan
jasa merupakan belanja pemerintah yang me-
miliki pengaruh signifikan terhadap pertum-
buhan ekonomi suatu daerah selain dari sek-
tor swasta, rumah tangga, dan luar negeri
(DJPK Kementerian Keuangan RI, 2011). Be-
lanja modal yang dilakukan oleh pemerintah
daerah dapat berkontribusi pada perekonomi-
an regional apabila benar-benar diprioritaskan
untuk pembangunan infrastruktur di daerah-
nya. Infrastruktur merupakan investasi penun-
jang yang menjadi salah satu faktor penentu
pembangunan ekonomi yang sama pentingnya
dengan faktor-faktor produksi lainnya (Tam-
bunan, 2006). Pembangunan infrastruktur di-
yakini mampu menggerakkan sektor riil, me-
nyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi
masyarakat dan pemerintah, serta memicu ke-
giatan produksi. Sektor infrastruktur dipahami
secara luas sebagai pemicu terjadinya kegiatan
ekonomi produktif di sektor-sektor lain.
Keberadaan infrastruktur sangat penting,
maka pembangunan infrastruktur layak men-
dapatkan prioritas dalam pembangunan nasio-
nal. Akan tetapi, kenyataan di Indonesia me-
nunjukkan bahwa kondisi infrastruktur masih
kurang memadai. Banyak indikator infrastruk-
tur telah mengalami penurunan dalam satu de-
kade terakhir dan posisi Indonesia tertinggal
dari negara tetangga (Bappenas dan UNDP,
2008). Tingkat akses rumah tangga terhadap
listrik masih rendah dan perluasan jaringan
terhambat oleh kebijakan harga yang berlaku
saat ini. Mutu jalan nasional Indonesia relatif
tinggi, tetapi banyak jalan daerah yang pemeli-
haraannya sangat buruk. Proporsi jalan nasio-
nal yang dalam keadaan baik mengalami penu-
runan sejak tahun 2000 sementara mutu rata-
rata jalan daerah tidak mengalami perubahan
sejak tahun 2002. Beberapa daerah paling mis-
kin di kawasan Indonesia timur masih tidak
memiliki akses terhadap jalan (World Bank,
2007).
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Gambar 1: Tren Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007–2011
Sumber: DJPK Kementrian Keuangan RI, 2011
Selain berperan penting bagi pertumbuh-
an ekonomi, infrastruktur berpeluang juga un-
tuk memiliki dampak langsung pada perbaikan
pemerataan pendapatan. Ketika orang-orang
mendapatkan akses ke jalan dan listrik, serta
telekomunikasi, mereka memiliki peluang yang
lebih baik untuk mendapatkan lebih banyak
pendapatan, dan karenanya orang-orang yang
berada pada pendapatan yang rendah menda-
patkan lebih banyak daripada mereka yang ber-
penghasilan tinggi. Infrastruktur juga penting
bagi kesejahteraan masyarakat dan prakondi-
si yang penting untuk menanggulangi kemis-
kinan. Oleh karena itu, salah satu cara un-
tuk mengatasi permasalahan kemiskinan ada-
lah dengan pembangunan infrastruktur di da-
erah. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi
permasalahan yang belum bisa diatasi secara
optimal oleh pemerintah. Sampai tahun 2009,
rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia se-
besar 14,43%. Daerah dengan tingkat kemis-
kinan tertinggi adalah Provinsi Papua sebesar
34,77%. Sementara itu, DKI Jakarta menjadi
provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah,
yaitu 3,8%. Dari 33 provinsi yang ada di Indo-
nesia, 16 diantaranya memiliki tingkat kemis-
kinan yang lebih tinggi dari rata-rata tingkat
kemiskinan nasional (Gambar 2).
Studi mengenai kinerja keuangan pemerin-
tah daerah pernah dilakukan oleh Bappenas
dan UNDP (2008) di daerah otonom baru. Ha-
sil studi menunjukkan bahwa porsi alokasi be-
lanja modal pemerintah daerah yang rendah
belum mampu sepenuhnya mendorong pereko-
nomian di daerah. Studi lainnya dilakukan oleh
Ekawarna et al. (2009) terhadap kinerja APBD
Kabupaten Muaro, Jambi. Dari studi tersebut
diperoleh hasil bahwa rasio efektivitas tinggi,
rasio efisiensi rendah, rasio pertumbuhan sema-
kin meningkat, rasio kemandirian dan rasio ak-
tivitas masih rendah. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa kinerja APBD pemerintah
daerah Kabupaten Muaro, Jambi belum baik.
Studi ini bertujuan (i) menganalisis secara
deskriptif-eksploratif kinerja keuangan daerah
di Indonesia berdasarkan indikator penyerap-
an belanja modal dan proporsi belanja modal;
(ii) menganalisis keterkaitan antara kinerja ke-
uangan daerah dan ketersediaan infrastruktur
listrik, air bersih, dan jalan di Indonesia; (iii)
menganalisis keterkaitan antara ketersediaan
infrastruktur dan tingkat kemiskinan di Indo-
nesia. Adapun hipotesis studi ini adalah (i) ki-
nerja keuangan pemerintah daerah berbanding
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Gambar 2: Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2009
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan 2009 (BPS), diolah
lurus dengan ketersediaan infrastruktur dae-
rah; (ii) ketersediaan infrastruktur di daerah
berbanding terbalik dengan angka kemiskinan.
Tinjauan Referensi
Informasi resmi kementerian dan lembaga pe-
merintah lainnya, misalnya Unit Kerja Pre-
siden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4), Kementerian Keuang-
an, Badan Pengawasan Keuangan dan Pemba-
ngunan (BPKP), dan sebagainya, menunjuk-
kan bahwa salah satu masalah serius dalam pe-
ngelolaan keuangan negara dewasa ini adalah
rendahnya kemampuan penyerapan anggaran
lembaga-lembaga pemerintah termasuk peme-
rintah daerah. Dalam kurun waktu sepuluh ta-
hun terakhir, belanja Kementerian/Lembaga
(K/L) telah menghasilkan pola belanja dengan
karakteristik penyerapan yang rendah di se-
mester pertama dan menumpuk pada akhir
tahun anggaran berjalan. Seperti yang ditun-
jukkan dalam Gambar 3, penyerapan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Indo-
nesia lebih lambat dibandingkan dengan bebe-
rapa negara lainnya. Pola demikian terjadi di
tingkat pemerintah pusat dan daerah. Sedemi-
kian seriusnya masalah ini sehingga Presiden
perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawas-
an Penyerapan Anggaran (EPPA) yang me-
libatkan UKP4, Kementerian Keuangan, dan
BPKP.
Belanja pemerintah memainkan peranan
yang sangat penting dalam pencapaian tu-
juan nasional, terutama dalam meningkatkan
dan memelihara kesejahteraan rakyat. Hal ini
terutama karena besaran dan komposisi ang-
garan belanja pemerintah mempunyai dam-
pak yang signifikan pada permintaan agregat
dan output nasional, serta memengaruhi alo-
kasi sumberdaya dalam perekonomian. Secara
mikro, besarnya anggaran belanja pemerintah
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Gambar 3: Pola Penyerapan DIPA di Indonesia Dibandingkan dengan Beberapa Negara Lain
Sumber: Abimanyu (2000-an) – bahan ajar Bapak Anggito di FEB UGM dengan judul Transparansi
Fiskal di Indonesia : Kemajuan dan Kelemahan
akan menentukan jumlah barang publik yang
mampu disediakan oleh pemerintah. Sementa-
ra itu secara makro, ada beberapa teori yang
menjelaskan mengenai belanja pemerintah. Sa-
lah satunya adalah model yang dikembangkan
oleh W.W. Rostow dan R.A. Musgrave yang
menghubungkan pengeluaran pemerintah de-
ngan tahapan-tahapan ekonomi. Pada tahap
awal perkembangan ekonomi, pengaruh penge-
luaran pemerintah terhadap pendapatan na-
sional cukup besar. Hal ini dikarenakan pada
tahap ini pemerintah harus menyediakan ber-
bagai sarana dan prasarana seperti pendidik-
an, kesehatan, dan prasarana transportasi. Pa-
da tahap menengah pembangunan ekonomi, in-
vestasi pemerintah tetap diperlukan untuk me-
ningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menca-
pai tahap lepas landas. Rostow berpendapat
bahwa pada tahap lanjut pembangunan terja-
di peralihan aktivitas pemerintah dari penyedi-
aan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk
layanan sosial seperti kesehatan dan pendidik-
an (Hernawati, 2011).
Sumbangan belanja pemerintah dalam Pro-
duk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dewa-
sa ini tergolong cukup besar. Dengan demiki-
an, apabila anggaran belanja pemerintah ga-
gal direalisasikan, maka timbul dampak nega-
tif bagi pertumbuhan ekonomi. Dana yang te-
lah tersedia menjadi menganggur (iddle mo-
ney), sehingga berbagai infrastruktur yang se-
mestinya terbangun menjadi terhambat perwu-
judannya. Dengan pertimbangan ini, maka ke-
mampuan menyerap anggaran oleh pemerintah
daerah dapat menjadi indikator kinerja penge-
lolaan keuangan pemerintah kota/kabupaten.
Indikator lain yang dapat menjadi ciri penge-
lolaan keuangan daerah adalah besarnya belan-
ja modal (capital expenditure) per kapita. Ang-
garan daerah yang didominasi belanja pegawai
(dulu biasa disebut sebagai bagian dari ang-
garan rutin) dapat dianggap mempunyai da-
ya ungkit atau dampak pengganda yang lebih
kecil daripada yang dihasilkan oleh anggaran
yang didominasi oleh belanja modal (misalnya
untuk kepentingan pembangunan infrastruk-
tur). Dengan pertimbangan ini, maka belanja
modal per kapita dalam anggaran pemerintah
daerah dapat menjadi indikator kinerja penge-
lolaan keuangan pemerintah kota/kabupaten.
Desentralisasi dapat menjadi suatu alat un-
tuk mencapai efisiensi alokasi karena barang-
barang yang disediakan dapat mencerminkan
preferensi dari pengguna secara lebih baik. Se-
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lain itu, desentralisasi juga dapat menjadi alat
untuk mencapai efisiensi produksi. Dalam kon-
disi tertentu, desentralisasi dapat meningkat-
kan efisiensi produksi dengan mengurangi ko-
rupsi dan kebocoran dana publik. Divergence
hypothesis menyatakan bahwa dengan adanya
desentralisasi, penyediaan barang-barang pu-
blik lokal tergantung pada ketersediaan sumber
daya lokal. Sehingga menimbulkan peluang ter-
jadinya divergensi dalam jumlah barang publik
yang tersedia di wilayah kaya dan miskin. Mes-
kipun pemerintah pusat telah memberikan da-
na perimbangan untuk mengatasi besarnya va-
riasi potensi maupun ketersediaan sumber daya
lokal yang dimiliki masing-masing daerah, dis-
paritas fiskal antar-daerah tetap terjadi. Stu-
di yang pernah dilakukan di beberapa daerah
di Indonesia menunjukkan bahwa desentralisa-
si memungkinkan preferensi lokal untuk meme-
ngaruhi penyediaan barang publik lokal. Keter-
sediaan barang publik lokal juga masih bergan-
tung pada ketersediaan sumber daya lokal, dan
daerah miskin memiliki barang publik yang le-
bih sedikit dibandingkan dengan daerah yang
lebih kaya (Chowdury et al., 2009).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Ta-
hun 1999, pemerintah daerah bertanggung ja-
wab dalam menyediakan jasa-jasa kesehatan,
pendidikan, lingkungan, serta infrastruktur.
Ada beberapa teori yang dapat menjadi alasan
mengapa infrastruktur dasar harus disediakan
oleh pemerintah. Pertama adalah teori meng-
enai barang publik yang dapat menjadi pen-
jelasan mengapa jaringan jalan raya semesti-
nya dibangun oleh pemerintah (Stiglitz, 1999).
Barang publik merupakan jenis barang dan ja-
sa yang yang tidak dapat disediakan oleh sis-
tem pasar dalam perekonomian. Barang publik
murni memiliki dua karakteristik utama, yaitu
penggunaannya tidak bersaingan (nonrivalry)
dan tidak dapat diterapkan prinsip pengecuali-
an (nonexcludability). Oleh karena pihak swas-
ta tidak mau menghasilkan barang publik mur-
ni, maka pemerintahlah yang harus menyedia-
kan barang tersebut agar kesejahteraan selu-
ruh masyarakat dapat ditingkatkan. Ada pula
jenis barang publik yang tidak murni (impure
public goods), yaitu barang yang hanya memi-
liki salah satu dari karakteristik utama barang
publik murni (Mangkoesoebroto, 2000).
Teori berikutnya adalah tentang monopo-
li alamiah (natural monopoly) yang menya-
takan bahwa beberapa jenis industri khusus-
nya yang bersifat public utilities (misalnya lis-
trik) lebih efisien bila dikelola secara monopo-
listik oleh negara (Suparmoko, 2002). Teori lain
yang menjelaskan perlunya campur tangan pe-
merintah dalam penyediaan infrastruktur da-
sar adalah teori eksternalitas. Dikatakan bah-
wa barang/jasa yang menimbulkan eksterna-
litas positif diproduksi terlalu sedikit (under-
supplied), sehingga perlu campur tangan peme-
rintah agar situasi optimum Pareto dapat ter-
capai kembali (McTaggart et al., 2007). Tergo-
long dalam kategori ini adalah produk/jasa ke-
sehatan atau sanitasi, termasuk air bersih. Ber-
kaitan dengan desentralisasi, pemerintah dae-
rah memiliki tanggung jawab dalam mengelola
barang publik lokal dan barang-barang yang
menimbulkan eksternalitas yang sifatnya lo-
kal. Dengan demikian, pemerintah daerah yang
mampu mengelola keuangan daerahnya dengan
baik memiliki peluang yang lebih besar dalam
menyediakan infrastruktur publik seperti lis-
trik, air bersih, dan jalan dengan lebih baik
pula.
Ketersediaan infrastruktur memiliki keterka-
itan yang sangat kuat dengan tingkat perkem-
bangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh
laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ke-
nyataan bahwa daerah yang mempunyai ke-
lengkapan sistem infrastruktur yang lebih ba-
ik mempunyai laju pertumbuhan ekonomi dan
tingkat kesejahteraan yang lebih baik pula di-
bandingkan dengan daerah yang mempunyai
kelengkapan infrastruktur yang terbatas (Bap-
penas, 2003). Studi mengenai dampak infras-
truktur terhadap perekonomian di Indonesia
dilakukan oleh Purnomo (2009), khususnya di
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Kabupaten Bekasi. Dari studi tersebut dipero-
leh hasil bahwa infrastruktur berpengaruh sig-
nifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabu-
paten Bekasi. Temuan tersebut juga diperkuat
oleh Calderon dan Serven (2004) yang menya-
takan bahwa stok infrastruktur secara positif
memengaruhi pertumbuhan dan ketimpangan
pendapatan berkurang seiring dengan kualitas
dan kuantitas infrastruktur yang semakin me-
ningkat. Dengan demikian, pembangunan in-
frastruktur menjadi sangat efektif dalam meng-
atasi permasalahan kemiskinan.
Studi lainnya mengenai pengaruh pelaksana-
an desentralisasi terhadap kemiskinan antara
lain dilakukan oleh Haug (2007) di Kutai Ba-
rat. Hasil studi menunjukkan bahwa desentrali-
sasi membawa dampak positif sekaligus negatif
bagi kehidupan masyarakat Dayak Benuaq. In-
frastruktur dan pelayanan pemerintah mening-
kat di berbagai sektor. Contoh utamanya ada-
lah bangunan gedung pemerintahan baru dan
jalan-jalan baru, selain juga peningkatan pela-
yanan kesehatan dan pendidikan. Program pe-
nanggulangan kemiskinan pemerintah daerah
terlihat di semua kampung meski sering tidak
sesuai dengan harapan pejabat pemerintah da-
erah dan warga karena buruknya implementa-
si dan lemahnya mekanisme pengawasan. Seca-
ra umum, pembangunan kabupaten ini terkon-
sentrasi di sekitar pusat kabupaten dan hal ini
mengecewakan bagi sebagian warga yang ting-
gal di kecamatan-kecamatan yang jauh.
Adapun studi yang dilakukan oleh Usman
et al. (2006) menunjukkan bahwa adanya pe-
nurunan kualitas infrastruktur jalan mengaki-
batkan kemiskinan semakin bertambah. Faktor
kualitas infrastruktur yang juga penting ada-
lah akses listrik. Hasil analisisnya membukti-
kan bahwa baik di tahun 1999 maupun 2002,
rumah tangga yang tidak memiliki akses ter-
hadap listrik akan menambah peluang menja-
di miskin. Salah satu hal yang harus menda-
pat perhatian pemerintah pusat maupun dae-
rah dalam penanggulangan kemiskinan adalah
infrastruktur. Oleh karena itu, dalam studi ini
juga akan dianalisis keterkaitan antara keterse-
diaan infrastruktur dan tingkat kemiskinan di
kota/kabupaten di Indonesia.
Metode
Metode yang digunakan dalam studi ini ada-
lah analisis deskriptif dan analisis inferensial,
berupa analisis regresi berganda dengan data
panel. Analisis perkembangan kinerja keuang-
an pemerintah daerah dilakukan dengan meng-
gunakan analisis deskriptif yang akan disaji-
kan dengan bantuan diagram boxplot dan ta-
bel. Sementara metode data panel digunakan
untuk menganalisis keterkaitan antara kinerja
keuangan pemerintah daerah, ketersediaan in-
frastruktur, dan kemiskinan.
Salah satu alat untuk menganalisis kinerja
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan
daerahnya adalah dengan melakukan analisis
rasio keuangan terhadap APBD yang telah di-
tetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2002).
Kinerja keuangan pemerintah daerah juga da-
pat dilihat dari proporsi belanja modal. Indika-
tor proporsi belanja modal menunjukkan arah
pengelolaan belanja pemerintah pada manfa-
at jangka panjang, sehingga memberikan mul-
tiplier yang lebih besar terhadap perekonomi-
an. Indikator ini dirumuskan sebagai persenta-
se dari belanja modal dalam total belanja pa-
da anggaran daerah yang secara matematis da-
pat dituliskan sebagai berikut (Bappenas dan
UNDP, 2008):
ProporsiBM =
BM
TB
X100% (1)
dengan:
ProporsiBM = Proporsi Belanja Modal
BM = Belanja Modal
TB = Total Belanja
Di Indonesia, dalam tahun 2008, penyerap-
an anggaran yang cepat, efisien, dan efektif te-
lah menjadi salah satu agenda reformasi mana-
jemen keuangan pemerintah. Penyerapan ang-
garan merupakan salah satu indikator yang da-
Diyah N. & D.S. Priyarsono/Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, ... 155
Gambar 4: Kerangka Studi Konseptual
Sumber: Hasil pengolahan penulis
pat menunjukkan berhasilnya program atau ke-
bijakan yang dilakukan pemerintah. Rasio re-
alisasi terhadap pagu anggaran mencerminkan
terserapnya anggaran dalam melakukan berba-
gai program yang telah ditetapkan. Sebaliknya,
lambatnya penyerapan anggaran mengakibat-
kan perlambatan pertumbuhan ekonomi kare-
na eksekusi anggaran memiliki dampak yang
sangat besar terhadap perekonomian. Penye-
rapan belanja modal dapat diformulasikan se-
bagai berikut:
PenyerapanBM =
RealisasiBM
AnggaranBM
X100%
(2)
dengan:
PenyerapanBM = Penyerapan Belanja Mo-
dal
BM = Belanja Modal
Jenis data yang digunakan dalam studi ini
adalah data sekunder 200 kabupaten/kota di
Indonesia dalam bentuk data panel, yaitu ga-
bungan data deret waktu tahunan periode 2006
sampai dengan 2009 dan data cross-section
yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik
dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuang-
an Kementerian Keuangan Republik Indone-
sia. Data sekunder tersebut meliputi: 1) data
APBD dan realisasi APBD, 2) data persenta-
se penduduk miskin, dan 3) data indikator in-
frastruktur dasar yang berupa: a) infrastruktur
listrik dimana ukuran yang digunakan adalah
persentase rumah tangga dengan sumber pe-
nerangan utama berasal dari listrik PLN; b)
infrastruktur air bersih dimana ukuran yang
digunakan adalah persentase rumah tangga de-
ngan sumber air minum yang berasal dari air
kemasan dan ledeng; dan c) infrastruktur jalan
dimana ukuran yang digunakan adalah persen-
tase panjang jalan dengan kondisi baik per luas
wilayah.
Untuk menganalisis keterkaitan antara ki-
nerja keuangan daerah dan ketersediaan infras-
truktur, maka digunakan tiga variabel terikat,
yakni ketersediaan infrastruktur yang meliputi
infrastruktur listrik, air bersih, dan jalan. Se-
mentara itu, variabel bebasnya adalah kinerja
anggaran daerah yang meliputi belanja modal
per kapita dan penyerapan belanja modal. Es-
timasi parameter dilakukan untuk tiap persa-
maan, masing-masing dengan variabel terikat
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tersebut.
Model untuk menganalisis dampak kinerja
keuangan daerah terhadap infrastruktur lis-
trik:
rlistrikit = ai + β1rmodalit
+ β2modalperkapit + εit (3)
dengan:
rlistrikit = akses rumah tangga terhadap
listrik
rmodalit = rasio realisasi belanja modal
terhadap anggaran belanja modal
modalperkapit = rasio belanja modal terhadap
total penduduk
εit = galat
i = kabupaten/kota; i = 1, 2, 3, ..., 200
t = banyaknya time series; t = 1, 2, 3, 4
(mewakili tahun 2006–2009)
Model untuk menganalisis dampak kiner-
ja keuangan daerah terhadap infrastruktur air
bersih:
airit = µi + δ1rmodalit
+ δ2modalperkapit + εit (4)
dengan:
airit = akses rumah tangga terhadap air
bersih
rmodalit = rasio realisasi belanja modal
terhadap anggaran belanja modal
modalperkapit = rasio belanja modal terhadap
total penduduk
εit = galat
i = kabupaten/kota; i = 1, 2, 3, ..., 200
t = banyaknya time series; t = 1, 2, 3, 4
(mewakili tahun 2006–2009)
Model untuk menganalisis dampak kinerja
keuangan daerah terhadap infrastruktur jalan:
jalanit = γi + λ1rmodalit
+ λ2modalperkapit + εit (5)
dengan:
jalanit = panjang jalan dengan kondisi baik
per luas wilayah
rmodalit = rasio realisasi belanja modal
terhadap anggaran belanja modal
modalperkapit = rasio belanja modal terhadap
total penduduk
εit = galat
i = kabupaten/kota; i = 1, 2, 3, ..., 200
t = banyaknya time series; t = 1, 2, 3, 4
(mewakili tahun 2006–2009)
Untuk menganalisis keterkaitan antara ke-
tersediaan infrastruktur dan tingkat kemiskin-
an daerah, maka digunakan satu variabel ter-
ikat dan tiga variabel bebas. Variabel terikat
yang diamati adalah tingkat kemiskinan dae-
rah dengan variabel bebasnya adalah infras-
truktur listrik, air bersih, dan jalan. Model
yang diestimasi adalah sebagai berikut:
tmiskinit = σi + θ1rlistrikit + θ2airit
+ θ3jalanµit + εit (6)
dengan:
tmiskinit = persentase penduduk miskin
rlistrikit = akses rumah tangga terhadap
listrik
airit = akses rumah tangga terhadap air
bersih
jalanit = panjang jalan dengan kondisi baik
per luas wilayah
εit = galat
i = kabupaten/kota; i = 1, 2, 3, ..., 200
t = banyaknya time series; t = 1, 2, 3, 4
(mewakili tahun 2006–2009)
Hasil dan Analisis
Perkembangan Kinerja Keuangan Peme-
rintah Kota/Kabupaten
Kinerja keuangan pemerintah daerah meru-
pakan tingkat pencapaian dari suatu hasil ker-
ja di bidang keuangan daerah yang meliputi
penerimaan dan pengeluaran daerah dengan
menggunakan indikator keuangan yang dite-
tapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan
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Gambar 5: Perkembangan Proporsi Belanja Modal Kabupaten/Kota Periode 2006–2009
Sumber: Hasil pengolahan penulis
perundang-undangan selama satu periode ang-
garan. Dalam studi ini, kinerja keuangan pe-
merintah daerah yang dibahas hanya dari sisi
pengeluaran, khususnya belanja modal. Ditin-
jau dari proporsi belanja modal terhadap to-
tal belanja daerah, kinerja keuangan 200 kabu-
paten/kota di Indonesia relatif rendah. Pada-
hal, proporsi belanja modal yang tinggi menun-
jukkan arah pengelolaan belanja pemerintah
pada manfaat jangka panjang, karena mem-
berikan multiplier yang lebih besar terhadap
perekonomian. Perkembangan proporsi belan-
ja modal daerah dari tahun 2006 sampai 2009
dapat dilihat pada Gambar 5. Besarnya be-
lanja daerah yang dialokasikan untuk belan-
ja modal memiliki nilai yang fluktuatif dari
tahun 2006 sampai dengan 2009. Pada tahun
2006, rata-rata proporsi belanja modal kabupa-
ten/kota sebesar 25,09% yang kemudian meng-
alami peningkatan menjadi 30,33% pada tahun
2007. Pada tahun 2008 rata-rata proporsi be-
lanja modal mengalami peningkatan lagi men-
jadi 37,03%, namun kemudian mengalami pe-
nurunan pada tahun 2009 menjadi 31,09%.
Belanja modal yang dialokasikan oleh
masing-masing pemerintah daerah memiliki
proporsi yang berbeda-beda. Alokasi terse-
but dipengaruhi oleh prioritas kebijakan dan
sasaran-sasaran pembangunan yang ingin di-
capai oleh masing-masing pemerintah daerah.
Oleh karena itu, pada tahun 2006, kabupaten
yang memiliki proporsi belanja modal tertinggi
adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni
sebesar 64,55% dari total belanja daerah terse-
but. Sementara itu, kabupaten yang memiliki
proporsi belanja modal terendah adalah Kabu-
paten Sukabumi yang besarnya 6,94% dari to-
tal belanja daerahnya. Pada tahun 2007, Kota
Binjai memiliki proporsi belanja modal terting-
gi, yaitu 69,83%. Sementara Kota Medan me-
miliki proporsi belanja modal daerah terendah,
yaitu 5,93%. Proporsi belanja modal tertinggi,
yakni sebesar 77,07% dimiliki oleh Kabupaten
Wonosobo pada tahun 2008. Sementara pro-
porsi belanja modal terendah dimiliki oleh Ka-
bupaten Karawang, yakni sebesar 8,83%. Ke-
mudian pada tahun 2009 Kabupaten Luwu Ti-
mur menempati peringkat tertinggi dalam pro-
porsi belanja modal, yakni sebesar 69,44%, a-
kan tetapi proporsi tersebut lebih kecil dari-
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pada tahun sebelumnya. Lain halnya dengan
Kota Sabang memiliki proporsi belanja modal
yang terkecil pada tahun 2009, yakni sebesar
3,42%. Proporsi tersebut merupakan propor-
si belanja modal terkecil dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya selama periode studi.
Indikator kinerja keuangan pemerintah da-
erah berikutnya adalah penyerapan anggaran,
khususnya penyerapan belanja modal. Penye-
rapan anggaran yang dapat memenuhi target
mencerminkan terjadinya efisiensi dan efektivi-
tas dalam pengalokasian anggaran. Adapun pe-
nyerapan belanja modal dihitung dengan mem-
bandingkan jumlah belanja modal yang direa-
lisasikan terhadap anggaran belanja modal da-
ri masing-masing kabupaten/kota. Dengan de-
mikian, dapat diketahui seberapa besar dae-
rah mampu menyerap anggaran belanja modal
yang tersedia untuk melaksanakan program-
program atau proyek pembangunan infrastruk-
tur di daerahnya.
Ditinjau dari penyerapan belanja modalnya,
kinerja keuangan 200 kabupaten/kota di Indo-
nesia relatif tinggi. Hal tersebut dikarenakan
rata-rata belanja modal yang mampu diserap
oleh daerah setiap tahunnya relatif besar, ya-
itu lebih dari 90%. Perkembangan penyerap-
an belanja modal daerah dari tahun 2006 sam-
pai 2009 dapat dilihat pada Gambar 6. Besar-
nya rata-rata belanja modal yang mampu dise-
rap memiliki tren yang semakin meningkat da-
ri tahun 2006 sampai dengan 2009. Pada tahun
2006, rata-rata penyerapan belanja modal ka-
bupaten/kota sebesar 92,77% yang kemudian
mengalami peningkatan menjadi 98,88% pada
tahun 2007. Tahun 2008, rata-rata penyerapan
belanja modal kembali mengalami peningkat-
an menjadi 113,51% dan mencapai puncaknya
pada tahun 2009, yakni sebesar 139,57%.
Pada tahun 2006, kabupaten yang memiliki
penyerapan belanja modal tertinggi adalah Ka-
bupaten Jember, yakni sebesar 231,85% dari
anggaran belanja modalnya; sedangkan kabu-
paten yang memiliki penyerapan belanja modal
terendah adalah Kabupaten Luwu Timur yang
hanya mampu menyerap belanja modal sebe-
sar 16,83%. Tahun 2007, Kabupaten Mojokerto
memiliki penyerapan belanja modal tertinggi,
yaitu 228,41%. Sementara Kota Surabaya me-
miliki penyerapan belanja modal terendah, ya-
itu 34,14%. Penyerapan belanja modal terting-
gi, yakni sebesar 235,10% dimiliki oleh Kabu-
paten Gresik pada tahun 2008. Sementara pe-
nyerapan belanja modal terendah dimiliki oleh
Kabupaten Kutai, yakni sebesar 11,72%. Ke-
mudian pada tahun 2009, Kabupaten Padang
Sidempuan menempati peringkat tertinggi da-
lam penyerapan belanja modal, yakni sebesar
373,70% yang merupakan penyerapan tertinggi
selama periode studi; sedangkan Kota Sabang
memiliki penyerapan belanja modal yang ter-
kecil pada tahun 2009, yakni sebesar 10,98%.
Persentase penyerapan tersebut merupakan pe-
nyerapan belanja modal terkecil dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya selama tahun
2006 sampai dengan 2009.
Kondisi Ketersediaan Infrastruktur di
Indonesia
Listrik merupakan salah satu infrastruktur da-
sar yang dibutuhkan ketersediaannya sebagai
pengungkit dalam perekonomian. Pada periode
2006–2009, ketersediaan infrastruktur listrik di
200 kabupaten/kota di Indonesia relatif baik.
Hal tersebut ditunjukkan dengan akses rumah
tangga terhadap listrik PLN yang semakin me-
ningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata
tiap tahunnya lebih dari 80% (Gambar 7). A-
kan tetapi, jika diklasifikasikan lebih lanjut, ha-
nya ada dua daerah di Indonesia yang memiliki
akses listrik di atas 75%, salah satunya Jakar-
ta; sedangkan 16 daerah memiliki rentang rasio
elektrifikasi 50–75%; 11 daerah lainnya memi-
liki rentang rasio elektrifikasi 25–50%; dan ada
satu daerah yang memiliki rentang rasio elek-
trifikasi di bawah 25% (Tumiwa dan Imelda,
2011). Oleh karena itu, distribusi pembangun-
an infrastruktur listrik di daerah-daerah yang
masih memiliki akses listrik yang rendah sa-
ngat penting untuk dilakukan agar dapat me-
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Gambar 6: Perkembangan Penyerapan Belanja Modal Kabupaten/Kota Periode 2006–2009
Sumber: Hasil pengolahan penulis
nunjang pertumbuhan ekonomi regional.
Untuk infrastruktur air bersih, ketersediaan-
nya juga semakin meningkat dari tahun ke ta-
hun dengan rata-rata 25% rumah tangga telah
memiliki akses terhadap air bersih (Gambar 8).
Akan tetapi, ketersediaan air bersih ini masih
belum optimal dan sebagian besar masih di-
nikmati oleh masyarakat perkotaan. Padahal
ketersediaan air bersih yang memadai sangat
penting dan berpengaruh terhadap tingkat ke-
sehatan masyarakat. Kurangnya akses masya-
rakat terhadap air bersih dapat menimbulkan
timbulnya penyakit khususnya diare. Hasil stu-
di dari Jim Woodcock, seorang konsultan ma-
salah air dan sanitasi dari Bank Dunia, me-
nunjukkan bahwa 100.000 bayi di Indonesia te-
was setiap tahunnya yang disebabkan oleh di-
are di mana penyebab utamanya adalah bu-
ruknya akses terhadap air bersih serta sanitasi
(Sugihartanto, 2011).
Kondisi ketersediaan infrastruktur dasar
berikutnya, yaitu jalan, khususnya jalan ka-
bupaten. Pemerintah berkewajiban menyedi-
akan infrastruktur, termasuk jalan, dan mem-
bentuk jaringan transportasi yang akan dapat
menghubungkan seluruh simpul kegiatan ma-
syarakat sehingga dapat memberikan keseja-
hteraan pada rakyatnya. Jalan dalam konteks
pembangunan wilayah memiliki peranan cukup
penting sebagai prasarana perhubungan antar-
daerah. Dari 2006–2009, ketersediaan infras-
truktur jalan raya memiliki tren yang semakin
meningkat. Rata-rata panjang jalan kabupaten
yang berada dalam kondisi baik per luas wi-
layah di kabupaten/kota yang menjadi objek
studi adalah 0,7 (Gambar 9). Ukuran tersebut
menunjukkan aksesibilitas dari jalan tersebut
pada masing-masing daerah.
Keterkaitan antara Kinerja Keuangan
Daerah dengan Ketersediaan Infrastruk-
tur
Sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan
model panel yang terbaik, telah dilakukan pe-
ngujian statistik melalui Uji Hausman dan Uji
Chow. Berdasarkan hasil Uji Hausman dan Uji
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Gambar 7: Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Listrik PLN 2006–2009
Sumber: Hasil pengolahan penulis
Chow, model yang digunakan dalam studi ini
adalah model fixed effect dengan pembobotan
(cross section weights) dan coefficient covari-
ance white cross section method dengan tuju-
an untuk mengoreksi masalah heteroskedasti-
sitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Un-
tuk memperoleh penduga yang bersifat BLUE
(Best, Linear, Unbiased Estimator), maka pen-
duga tersebut harus terbebas dari pelanggaran
asumsi klasik, yaitu multikolinearitas, autoko-
relasi, dan heteroskedastisitas. Evaluasi hasil
estimasi dilakukan dengan dua kriteria, yaitu
kriteria statistika dan kriteria ekonomi.
Uji diagnostik pada kriteria statistika terka-
it dengan kebaiksesuaian (goodness of fit) mo-
del dan pengujian hipotesis. Adapun evaluasi
model dengan kriteria ekonomi dilakukan de-
ngan melihat tanda dan besaran dari varia-
bel bebas. Dari Tabel 3 diperoleh hasil bah-
wa variabel rmodal berpengaruh secara signi-
fikan dan memiliki hubungan yang positif ter-
hadap infrastruktur listrik. Hal ini dikarenakan
jika belanja modal yang terserap semakin be-
sar, maka anggaran yang direalisasikan untuk
membangun infrastruktur juga semakin me-
ningkat, salah satunya adalah infrastruktur lis-
trik. Dengan demikian, rumah tangga dapat
memiliki akses yang lebih besar terhadap lis-
trik. Dari estimasi yang dilakukan pada varia-
bel modalperkap, diperoleh hasil bahwa varia-
bel modalperkap berpengaruh signifikan terha-
dap infrastruktur listrik daerah. Variabel terse-
but menunjukkan besarnya belanja modal per
jumlah penduduk pada masing-masing kabu-
paten/kota. Semakin besar belanja modal per
kapita, maka dana yang dialokasikan untuk
pembangunan infrastruktur juga semakin be-
sar. Meningkatnya pembangunan infrastruktur
termasuk listrik akan memperbesar akses ru-
mah tangga terhadap listrik.
Analisis berikutnya, yaitu mengenai keter-
kaitan antara kinerja keuangan daerah dengan
ketersediaan infrastruktur air bersih. Dari Ta-
bel 4 diperoleh hasil bahwa variabel rmodal
berpengaruh signifikan dan memiliki hubung-
an yang positif terhadap infrastruktur air ber-
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Gambar 8: Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Bersih 2006–2009
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
Tabel 1: Perkembangan Proporsi Belanja Modal Kabupaten/Kota Periode 2006–2009
2006 2007 2008 2009
Rata-rata 25,09 30,33 37,03 31,09
Minimum 6,94 5,93 8,83 3,42
Q1 17,27 23,19 28,13 20,81
Median 23,55 28,25 37,09 29,55
Q3 31,21 36,69 45,09 40,83
Maximum 64,55 69,83 77,07 69,44
IQR 13,94 13,50 16,95 20,01
Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah
sih. Akan tetapi, hasil estimasi pada variabel
modalperkap menunjukkan bahwa variabel ter-
sebut memiliki pengaruh yang negatif terhadap
ketersediaan infrastruktur air bersih. Hal ini
diduga terjadi karena adanya inefisiensi dalam
pengelolaan belanja di PDAM. Menurut Wor-
ld Bank (2007), akses terhadap air pipa sangat
terbatas dan penyedia air pipa (PDAM) sedang
mengalami krisis. Saat ini pemerintah daerah
memikul tanggung jawab yang besar tentang
kinerja layanan air bersih. Pemerintah daerah
adalah pemilik PDAM dan bertanggung jawab
terhadap rakyat di daerah untuk mendapatkan
layanan PDAM yang bermutu.
Air pipa yang disediakan oleh perusahaan
PDAM merupakan sumber yang paling dapat
diandalkan, paling aman, dan dalam jangka
panjang merupakan solusi paling murah untuk
penyediaan air di wilayah pusat perkotaan, te-
tapi hanya 31% dari penduduk di wilayah per-
kotaan dan 17% dari seluruh jumlah penduduk
yang memiliki akses terhadap air pipa. Ang-
ka ini sangat rendah berdasarkan standar re-
gional. Kualitas air dan keteraturan persedia-
annya menurun, dan ketersediaan fasilitas pe-
nampungan air sangat terbatas. Kerugian air,
baik secara fisik maupun administrasi, berki-
sar sekitar 50% dan terkadang sampai dengan
60% dari produksi PDAM. Hampir setengah
dari seluruh PDAM dilaporkan menentukan ta-
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Gambar 9: Rasio Panjang Jalan (dengan kondisi baik) per Luas Wilayah 2006–2009
Sumber: Hasil pengolahan penulis
Tabel 2: Perkembangan Penyerapan Belanja Modal Kabupaten/Kota Periode 2006–2009
2006 2007 2008 2009
Rata-rata 92,77 98,88 113,51 139,57
Minimum 16,83 34,14 11,72 10,98
Q1 86,93 88,95 76,19 99,36
Median 94,37 98,58 107,19 137,78
Q3 99,36 108,04 157,78 176,59
Maximum 231,85 228,41 235,10 373,70
IQR 12,43 19,09 81,59 77,23
Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah
rif di bawah biaya operasional dan pemelihara-
an. Dengan tarif yang lebih rendah dari biaya
sebenarnya, PDAM tidak mampu mendanai in-
vestasi yang baru melalui pendapatan mereka
sendiri. Banyak PDAM yang bekerja di bawah
titik optimal, yang mengakibatkan timbulnya
biaya operasional yang berlebihan.
Sebagian besar PDAM juga tidak cukup me-
menuhi syarat untuk melakukan pinjaman un-
tuk investasi baru. Di antara berbagai krite-
ria yang diperlukan untuk melakukan pinjam-
an baru bagi PDAM adalah bahwa baik PDAM
maupun pemerintah daerah sebagai pemilik
PDAM tidak memiliki tunggakan utang dari
pinjaman sebelumnya. Sekitar 60% dari pen-
duduk di wilayah perkotaan tinggal dalam wi-
layah di mana pemerintah daerah atau PDAM
memiliki utang yang masih tertunggak sehing-
ga masyarakat menjadi terhalang untuk menik-
mati peningkatan layanan PDAM.
Sejak pelaksanaan desentralisasi, pemerin-
tah daerah memiliki akses terhadap tambah-
an sumber keuangan untuk infrastruktur, yang
seharusnya mampu menyediakan peluang un-
tuk melakukan intervensi mengenai kebijakan
tarif yang tidak optimal, biaya pemeliharaan
dan investasi yang tidak memadai, serta layan-
an yang semakin buruk. Akan tetapi, berba-
gai isu yang berhubungan dengan perencanaan
yang tidak efektif, penyusunan program, ser-
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Tabel 3: Hasil Estimasi Keterkaitan antara Kinerja Keuangan Daerah dengan Ketersediaan Infrastruktur
Listrik
Variabel Koefisien Statistika t Prob. R2
rmodal 0,002705 3.772.603 0,0002 0,98665
modalperkap 6,51E-07 2.701.719 0,0071
konstanta 8.527.213 6.176.234 0,0000
Sumber: Hasil Pengolahan dengan Eviews
Tabel 4: Hasil Estimasi Keterkaitan antara Kinerja Keuangan Daerah dengan Ketersediaan Infrastruktur
Air Bersih
Variabel Koefisien Statistika t Prob. R2
rmodal 0,017111 6.952.163 0,0000 0,993491
modalperkap -1,35E-07 -4.227.479 0,0000
konstanta 2.321.008 9.770.191 0,0000
Sumber: Hasil Pengolahan dengan Eviews
ta peningkatan dan pelaksanaan kapasitas per-
lu ditangani. Pemerintah pusat dapat memain-
kan peran penting untuk melakukan koordina-
si strategi nasional, serta menyediakan insentif
bagi pejabat lokal.
Pemerintah pusat perlu memberikan sinyal
yang lebih kuat mengenai pentingnya layanan
penyediaan air bersih dan seharusnya mengem-
bangkan sistem insentif fiskal yang memberikan
penghargaan kepada pemerintah daerah untuk
kemajuan mereformasi PDAM. Sejumlah per-
sediaan dana tingkat pusat yang dihitung ber-
dasarkan kebutuhan PDAM seharusnya dise-
diakan untuk pemerintah daerah dengan sya-
rat mereka harus mampu mencapai kemaju-
an untuk melakukan perubahan. Fokus awal
dari rencana insentif ini harus bertujuan un-
tuk meningkatkan posisi keuangan dan kinerja
PDAM. Jika kinerja PDAM sudah mengalami
peningkatan, fokus pemberian insentif dapat
digeser untuk memperluas sambungan untuk
rumah tangga (World Bank, 2007).
Estimasi selanjutnya mengenai ketersediaan
infrastruktur jalan dikaitkan dengan kinerja ke-
uangan daerah, menunjukkan hasil bahwa vari-
abel rmodal berpengaruh secara signifikan (pa-
da taraf nyata 5%) dan memiliki hubungan
yang positif terhadap infrastruktur jalan. Dari
estimasi yang dilakukan pada variabel modal-
perkap, diperoleh hasil bahwa variabel modal-
perkap berpengaruh secara signifikan terhadap
infrastruktur jalan.
Akan tetapi, APBD yang dialokasikan un-
tuk jalan pada pemerintah provinsi dan ka-
bupaten masih sangat rendah. Sebab, sebagi-
an besar anggaran dipergunakan untuk belanja
pegawai akibat adanya pemekaran wilayah se-
telah diberlakukannya otonomi daerah. Begitu
pula dengan pendanaan dari APBN. Anggar-
an untuk infrastruktur di Indonesia dinilai pa-
ling kecil di seluruh Asia, yakni sebesar 2,5%
dari GDP (Andriani, 2012). Dengan demikian,
berdasarkan hasil studi ini diharapkan peme-
rintah daerah maupun pusat dapat mengalo-
kasikan anggaran belanja modal yang lebih be-
sar agar pembangunan infrastruktur jalan raya
dapat semakin meningkat.
Keterkaitan antara Ketersediaan Infras-
truktur dengan Tingkat Kemiskinan
Hasil evaluasi model untuk menganalisis ke-
terkaitan antara ketersediaan infrastruktur de-
ngan tingkat kemiskinan menunjukkan bah-
wa variabel rlistrik berpengaruh signifikan dan
memiliki hubungan yang negatif terhadap ke-
miskinan. Listrik merupakan salah satu infra-
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Tabel 5: Hasil Estimasi Keterkaitan antara Kinerja Keuangan Daerah dengan Ketersediaan Infrastruktur
Jalan
Variabel Koefisien Statistika t Prob. R2
rmodal 0,000375 8.513.413 0,0000 0,99251
modalperkap 7,31E-09 1.709.879 0,0878
konstanta 0,648184 1.395.900 0,0000
Sumber: Hasil Pengolahan dengan Eviews
struktur dasar yang diperlukan untuk memenu-
hi kebutuhan dasar rumah tangga akan pene-
rangan yang memungkinkan masyarakat untuk
melakukan aktivitas. Tersedianya infrastruk-
tur kelistrikan dapat meningkatkan produktivi-
tas masyarakat sehingga dapat menjadi pemicu
pertumbuhan ekonomi wilayah. Perekonomian
wilayah yang mampu berkembang dengan baik
akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sehingga tingkat kemiskinan di wilayah terse-
but akan menurun.
Variabel air berpengaruh signifikan dan me-
miliki hubungan yang negatif terhadap kemis-
kinan. Penyediaan air bersih merupakan salah
satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan ke-
berlanjutan hidup manusia. Dalam kehidupan
sehari-hari, air bersih mempunyai peran untuk
menunjang kualitas kesehatan dan kehidupan
masyarakat, yang selanjutnya akan memenga-
ruhi produktivitas masyarakat dan output per-
ekonomian daerah setempat. Peningkatan pada
output perekonomian daerah akan memengaru-
hi kesejahteraan masyarakat dan menurunkan
kemiskinan di daerah.
Dari estimasi yang dilakukan pada varia-
bel road, diperoleh hasil bahwa variabel jal-
an berpengaruh signifikan dan memiliki hu-
bungan yang negatif terhadap kemiskinan. Jal-
an berperan penting dalam merangsang ma-
upun mengantisipasi pertumbuhan ekonomi
yang terjadi. Kondisi jalan yang baik memberi-
kan keunggulan untuk bersaing secara kompe-
titif dalam memasarkan hasil produksi, meng-
embangkan industri, mendistribusikan popu-
lasi, serta meningkatkan pendapatan (Purno-
mo, 2009). Pembangunan prasarana jalan tu-
rut berperan dalam merangsang pertumbuhan
ekonomi wilayah yang pada akhirnya akan me-
mengaruhi kesejahteraan masyarakat dan ke-
miskinan wilayah sehingga kondisi jalan yang
baik dan proporsional dengan luas wilayah da-
pat mengurangi tingkat kemiskinan di daerah
(Tabel 6).
Infrastruktur yang tersedia dengan baik di
daerah merupakan suatu prakondisi yang di-
butuhkan untuk dapat menurunkan kemiskin-
an di daerah, tetapi ketersediaan infrastruk-
tur bukanlah satu-satunya faktor yang mam-
pu mengurangi tingkat kemiskinan di suatu
daerah. Pemerintah daerah perlu mengetahui
faktor-faktor apa saja yang memengaruhi ting-
kat kemiskinan di daerahnya agar kebijakan pe-
nanggulangan yang diambil dapat efektif dan
tepat sasaran sesuai karakteristik dari masing-
masing daerah. Dari hasil analisis korelasi se-
derhana yang ditunjukkan oleh Tabel 7, dite-
mukan adanya indikasi bahwa dampak keter-
sediaan infrastruktur dalam menurunkan ke-
miskinan membutuhkan jangka waktu terten-
tu. Infrastruktur yang paling efektif dalam me-
nurunkan tingkat kemiskinan secara berturut-
turut adalah air bersih, jalan, dan listrik. A-
kan tetapi, metode analisis ini hanya mengha-
silkan suatu indikasi, bukan kesimpulan yang
kuat. Untuk dapat menghasilkan kesimpulan
yang kuat, maka dapat dilakukan studi lanjut-
an dengan menggunakan distributed lag ana-
lysis.
Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahas-
an yang telah dilakukan, maka dapat disim-
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Tabel 6: Hasil Estimasi Keterkaitan antara Ketersediaan Infrastruktur dengan Tingkat Kemiskinan
Variabel Koefisien Statistika t Prob. R2
rlistrik -0,198271 -7.389.530 0,0000 0,979109
air -0,03406 -8.708.742 0,0000
jalan -0,136356 -2.112.730 0,0350
konstanta 3.469.851 1.572.331 0,0000
Sumber: Hasil Pengolahan dengan Eviews
Tabel 7: Analisis Korelasi antara Tingkat Kemiskinan dan Ketersediaan Infrastruktur
rlistrik06 rlistrik07 rlistrik08 rlistrik09
tmiskin09 -0,275536252 -0,259516311 -0,18213269 -0,160827501
air06 air07 air08 air09
tmiskin09 -0,394678535 -0,373444181 -0,373684881 -0,40128396
jalan06 jalan07 jalan08 jalan09
tmiskin09 -0,225729962 -0,235192335 -0,24338765 -0,213994779
Sumber: Hasil Pengolahan dengan Eviews
pulkan beberapa hal. Pertama, kinerja keuang-
an pemerintah daerah 200 kabupaten/kota di
Indonesia relatif rendah jika ditinjau dari pro-
porsi belanja modalnya. Hal tersebut dikare-
nakan proporsi belanja modal yang dialokasi-
kan oleh daerah relatif kecil, yaitu kurang dari
50% selama periode 2006–2009. Jika ditinjau
dari sisi penyerapan belanja modal, kinerja ke-
uangan 200 kabupaten/kota di Indonesia rela-
tif tinggi karena rata-rata belanja modal yang
mampu diserap oleh daerah setiap tahunnya
relatif besar dan memiliki tren yang semakin
meningkat, yaitu lebih dari 90%.
Kedua, ketersediaan infrastruktur di Indone-
sia khususnya listrik, air bersih, dan jalan se-
makin membaik selama 2006–2009. Akan teta-
pi, pemerataan pembangunan infrastruktur pa-
da masing-masing daerah penting untuk diper-
hatikan agar dapat menunjang pertumbuhan
ekonomi regional. Ketiga, ketersediaan infra-
struktur listrik, air bersih, dan jalan dipenga-
ruhi secara signifikan oleh penyerapan belanja
modal dan belanja modal perkapita di daerah.
Penyerapan belanja modal berpengaruh posi-
tif terhadap ketersediaan infrastruktur listrik,
air bersih, maupun jalan. Adapun belanja mo-
dal perkapita berpengaruh positif terhadap ke-
tersediaan infrastruktur khususnya listrik dan
jalan, akan tetapi tidak berlaku untuk infra-
struktur air bersih. Keempat, ketersediaan in-
frastruktur listrik, air bersih, dan jalan ber-
pengaruh signifikan terhadap pengurangan ke-
miskinan di daerah-daerah di Indonesia. Akan
tetapi, dampak dari ketersediaan infrastruktur
dalam menurunkan kemiskinan membutuhkan
jangka waktu tertentu.
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan
di atas, maka dapat dirumuskan beberapa sa-
ran. Pertama, pemerintah daerah perlu mela-
kukan perbaikan alokasi belanja daerahnya de-
ngan cara meningkatkan proporsi belanja mo-
dal karena belanja modal berperan penting da-
lam pembangunan infrastruktur daerah. Seba-
iknya pemerintah bisa meminimalisasi pengelu-
aran untuk belanja pegawai yang selama ini ba-
nyak membebani belanja daerah. Kedua, pem-
bangunan infrastruktur terutama listrik, air
bersih, dan jalan penting dilakukan secara me-
rata di tiap daerah karena peran infrastruktur
yang signifikan dalam mengatasi permasalahan
kemiskinan di Indonesia.
Ketiga, untuk studi selanjutnya, dapat di-
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gunakan permodelan dengan menggunakan va-
riabel yang menunjukkan besarnya perubahan
dari ketersediaan infrastruktur (bukan hanya
nilai mutlak dari besaran infrastruktur) seper-
ti studi yang dilakukan oleh Chowdury et al.
(2009) sebagai alternatif permodelan untuk da-
pat memperoleh hasil yang lebih baik. Selain
itu, perlu diperhatikan juga aspek endogenitas
dan simultanitas dalam strategi estimasi model
studi.
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